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PENJELASAN UMUM

I. PENDAHULUAN

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provins
Papua Barat Tahun 2010 secara umum menyajikan data tentang
Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provins Papua
Barat selama Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

Beberapa indikator/informasi penting yang dapat diperoleh
dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2010 ini, antaralain:

a. Sebaga bahari dalam penyusunan neraca ekonomi baik
ditingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan
regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.

b. Memberikan gambaran tentang realisass Anggaran dan
Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Provins Papua Barat.

c. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

d. Memberikan informas bagi Pemerintah Pusat dalam
menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan
untuk Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Dengan kata lain Publikas Statistik Keuangan Pemerintah

Daerah Provinsi Papua Barat dapat digunakan sebagai indikator atau

N
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informasi tentang potensi dan kemampuan dari Pemerintah Daerah
Provins Papua Barat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Provinsi Papua Barat.

II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGUMPULAN
DATA
Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provins Papua
Barat ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Barat melalui sensus dengan menggunakan Daftar K-1. Sumber data
diperoleh dari Badan Pengelola KK euangan Dan Aset Daerah Kantor
Gubernur Provinsi Papua Barai.

1. KONSEP DAN DEFINISI

Realisas Penerimaan dan Pengeluaran Pemda Provinsi
Adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun
anggarari.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang
bersangkutan.

Pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Adli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

)
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Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang
bersangkutan dalam membiaya kegiatannya. PAD terdiri dari pgak
daerah, retribusi daerah, bagi hasil perusahaan milik daerah dan
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Adalah pungutan vang dilakukan oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak
daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah
yang diterapkan oleh peraturan daerah dan pagak negara yang
pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan
ini dikenakan pada semua obyek pajak seperti orang/badan, benda
bergerak/tak bergerak.

Penerimaan pajak daerah yang dikelola Pemda Provins antara
lain pgak kendaraan bermotor, paak kendaraan di air, bea balik
nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pgak

bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.

)
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Retribusi Daerah
Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberi izin tertentu yang disediakan dan/atau yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Penerimaan Retribusi Daerah di bagi menjadi empat jenis
retribusi, yaitu:
a. Retribusi Jasa Umum
Adalah retribusi atau jasa pelayanan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan
secara umum Sesua  dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. Retribus Jasa Usaha
Adalah retribus atas jasa pelayanan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan
sekaligus bersifat usaha.
C. Retribusi Perizinan Tertentu
Adalah retribusi atas pemberian izin oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk
melakukan hal tertentu.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan K ekayaan
Daer ah yang Dipisahkan

Adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri

&
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dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba
Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non
Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya dan bagian laba
atas penyertaan modal/investas kepada pihak ketiga.

Lain-Lain Pendapatan Adli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasll
penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa
giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah
(TGR), komisi, potongan dan keuritungan selisih nilai tukar rupiah,
denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pgak, denda
retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian,
fasilitas sosial dan fasiiitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan

penjuaan, dan lain-lain.
Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari
Bagi Hasll Pgak/Bukan Pgak, Dana Alokass Umum (DAU) dan
DanaAlokas Khusus (DAK).

&
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Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil paak terdiri dari penerimaan Pgak Bumi dan
Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Pgjak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29
Wajib Pgak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 orang
pribadi (termasuk PPh pasal 21) dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan bagi hasil bukan pajak terdiri dari luran Hak
Penguasaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
pemberian hak atas tanah  negara, landrent, iuran
eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan
hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam dan lain-

lain.

Dana Alckas Umum (DAU)

Dana Alokass Umum (DAU) adalah transfer dana dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk
menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan
kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian
pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani

masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan
kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria

&
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kebutuhan Kkhusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu :
- Kebutuhan tidak dapat  diperhitungkan  dengan
menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisas dan
penghijauan oleh daerah penghasil.
Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer
yang bersifat spesifik untuk tuivan-tujuan yang sudah digariskan.
DAK dibedakan menjadi Dana Aiokasi Khusus Reboisasi dan Dana

Alokasi Khusus Non Rehoisasi.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau
dari instans pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan
yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi
khusus, dan bantuan keuangan dari provins atau pemerintah daerah

lainnya.

Pendapatan Hibah

Merupakan pendapatan daerah berasal dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi luar negeri, baik
dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk

e

pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
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Dana Darurat

Adalah dana yang berasa dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa
dan/atau krisis solvabilitas.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provins dan Pemerintah Daerah
Lainnya

Adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam
yang berasal dari provinsi, kabupaten/kota lainnya.

Dana Penyesuaian

Adalah dana bantuan kepada daerah yang mengalami
kekurangan anggaran DAU dan Bagi Hasil untuk Pengalihan
Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) dalam

rangka pel aksariaan otonomi daerah.

Dana Otonomi Khusus
Adalah dana yang diberikan oleh pemerintah disebabkan
daerah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah masuk dalam

kategori otonomi daerah khusus.

Belanja Daerah
Adalah semua kewagjiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan.
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Belanja Daerah terdiri dari :
1. BelanjaTak Langsung
2. BelanjaLangsung

Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait
langsung pelaksanaan program.

Belanjatak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gqji
dan tunjangan yang ditetapkan undang-undang, belanja bunga,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan

keuangan, serta belanjatak tersangka.

Belanja Pegawai

Adalah bdanja kompensas dalam bentuk ggji dan tunjangan,
serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,
termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan
anggota DPRD serta ggji dan tunjangan kepaa daerah dan wakil
kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam

belanja pegawai.

&
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Gaji dan Tunjangan
Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan
tunjangan, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan

fungsional, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan dan lainnya.

Tambahan Penghasilan PNS

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan
pegawai negeri sipil berkenaan dengan peningkatan keseahteraan
pegawai, dengan melihat berbagai periiimbangan, seperti beban kerja
tempat tugas di daerah sulit kondis kerja dengan resiko tinggi,
kelangkaan profesi, dan prestas kerja yang baik.

Belanja Penerimaan !ainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk penunjang operasional
pimpinan DPRD, penunjang komunikas yang intensif pimpinan dan
anggota DPRD, serta penunjang operasiona pimpinan KDH/WKDH.
Belanja Pemungutan Pajak Daerah

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan pemungutan
pajak bumi dan bangunan, dan pajak daerah lain.

Belanja Bunga
Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan

pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok
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utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang.

Bunga Utang Pinjaman

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga
pinjaman kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lainnya.

Bunga Utang Obligas

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga
utang dalam bentuk obligasi.
Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk
bantuan biaya produks kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar
hargajual produks barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat  banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut

menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan
kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah
lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/ BUMN/BUMD,
badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/

)

perorangan.
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Hibah Kepada Pemerintah Pusat
Adalah pemberian hibah untuk pemerintah pusat dengan
tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi

pemerintah di daerah.

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Adalah pemberian hibah untuk pemerintah daerah lain dengan
tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi

pemerintahan didaerahnya.

Hibah Kepada Pemerintah Desa
Adalah pemberian hibah untuk pemerintah desa dengan tujuan
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah

dan layanan dasar umum.

Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMN/BUMD
Adalah pemberian hibah kepada badan/lembaga/organisasi
swasia  bertujuan  untuk  peningkatan  partisipasi  dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

Hibah Kepada Kelompok M asyar akat/Per orangan
Adalah pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/
perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipass dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sy



Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat | 2010

Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan
bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang
lainnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyar akatan
Adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan
untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunya kejelasan

penggunaannya.

Bantuan Partai Politik
Adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang
dianggarkan dengan ketertuan perundang-undangan sebagai bantuan

sosial.

Belanja Bagli Hasl Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi

nasil  yang bersumber dari pendapatan provins kepada
kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan daerah tertentu kepada
pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
Belanjabagi hasil terdiri dari:

e Belanjabagi hasil pgak daerah kepada pemerintah provinsi.

e Belanja bagi hasil paak daerah kepada pemerintah

kabupaten/kota.
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e Belanjabagi hasil pgak daerah kepada pemerintah desa.

e Belanja bag hasl retribusi daerah kepada pemerintah
kabupaten/kota.

e Belanjabagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus
kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, atau pendapatan
pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya dalam
rangka pemerataan dan aiau peningkatan kemampuan keuangan.
Bantuan keuangan vyang bersifat umum, peruntukkan dan
penggunannya  diserahkan  sepenuhnya kepada pemerintah
daerah/pemerintan desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang
bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan
oleh pererintah daerah pemberi bantuan.
Bantuan keuangan terdiri dari :
e Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi.
e Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
¢ Bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
e Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah
desalainnya.
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Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup.

Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung
dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja
pegawai, belanja barang Jasa, serta belanja moda  untuk

mel aksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan
pengeluarari iain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

ronorarium PNS

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, pegawa negeri
sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah,
baik sebagal panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan
jasa, maupun tim lain dalam kegiatan tersebut.

8
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Hononarium Non PNS

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, untuk tenaga
ahli, instruktur, dan narasumber, serta upah pegawai honorer/tidak
tetap.
Uang Lembur

Adalah pengeluaran untuk pembayaran upah pegawa karena
pegawai tersebut bekerja melebihi jam kerja normal di kantor. Uang
lembur ini dibayarkan baik yang bersangkutan merupakan pegawai

negeri sipil ataupun pegawai honorer/tidak tetap.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Adalah belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas
SDM pegawa negeri sipil melalui tugas belgjar dari tingkat D3,
Sarjana (S1), Pasca sarjana (S2) dan S3.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis
PNS

Adalah belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas
SDM pegawa negeri Sipil melaui kursus singkat, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan teknis.

Belanja Barang dan Jasa
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/

pengadaan barang dan jasa yang nila manfaatnya kurang dari
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setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud
meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi
asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan,
sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa dat berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian
dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu,
perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan
lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Bahan Pakai Habis

Adaah pengeluaran yang digunakan untuk
pembelian/pengadan barang, yaitu seperti aat tulis kantor,
dokumen/administrasi tender, alat listrik dan elektronik, perangko,
materai dan benda pos lainnya, peralatan dan bahan kebersihan,
bahan bakar minyak/gas, pengisian tabung pemadam kebakaran, dan
ian-lain.
Belanja Bahan/M aterial

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk
pembelian/pengadaan barang dan jasa seperti bahan baku bangunan,
bahan/bibit tanaman, bibit ternak, dan bahan obat-obatan, kimia dan

)

lainnya.
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Belanja Jasa Kantor

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jasa
antara lain telepon, listrik dan air, pengumuman dan atau
pemenangan lelang, surat kabar, magjaah, kawat, faksimili, internet,
pengiriman paket, surat dll, serta jasa transaksi keuangan, pgjak dan

lainnya.

Belanja Premi Asuransi
Adalah pengeluaran yang diguriakan untuk pembayaran premi
asuransi  kesehatan, asuransi barang milik daerah, dan asuransi

lainnya.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan
barang/jasa yaiiu seperti jasa servis penggantian suku cadang, bahan
bakar minyak/gas dan pelumas, perpanjangan SIM, STNK, dan KIR.

Belania Cetak dan Penggandaan
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pencetakan dan

penggandaan dokumen, termasuk juga biaya foto kopi.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa
atas bangunan yang digunakan sebagai rumah dinas/jabatan,

kantor,ruang rapat/pertemuan serta sewa lahan yang akan digunakan

sebagal tempat parkir.
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Belanja Sarana Mobilitas
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa
atas kendaraan sebagai sarana mobilitas, baik kendaraan darat, air

maupun udara.

Belanja Sewa Alat Berat
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa
atas aat-alat berat seperti eskavator, buldoser, dan lain-lain.

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan Kantor

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa
atas perlengkapan dan peraiatan kantor, seperti : mega, kurs,
komputer, printer,  proyektor, generator, tenda, pakaian
adat/tradisional, dan lainnya.

Belanja Makanan dan Minuman

Adaah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian
makanan dan minuman untuk keperluan harian pegawai, rapat, tamu
dan lain-lain.
Belanja Pakaian Dinasdan Atributnya

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/
pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH, Pakaian Sipil Harian
(PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH),
Pakaian Dinas Upacara (PDU), dan lainnya.



Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat | 2010

Belanja Pakaian Kerja
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/
pengadaan pakaian untuk kerja lapangan.

Belanja Pakaian Khususdan Hari-hari Tertentu

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/
pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu seperti pakaian Korpri,
pakaian adat daerah, batik tradisional, pakaian olahraga, dan lainnya.

Belanja Perjalanan Dinas
Adalah pengeluaran yarig digunakan untuk membiayai
perjalanan dinas didalam daerah, keluar daerah, dan keluar negeri.

Belanja Perjalanan Pindah Tugas
Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai
perjalanan pegawal yang pindah tugasnya ke tempat lain, didalam

daereh atau keluar daerah.

Belanja Pemulangan Pegawai

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai
pemulangan pegawai yang dikarenakan pegawai tersebut pensiun
didalam daerah atau keluar daerah, dan pegawa yang meninggal
dalam melaksanakan tugas.
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Belanja M odal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/
pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang nila
manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam
mel aksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-
alat berat, dat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian,
perdan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan
dapur, penghias ruangan, alat-aat studio, alat-alat komunikasi, alat-
alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi
jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota,
instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang
seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/
keamanan.
Belanja M enurut Fungsi

Adalah belanja daerah yang diperinci menurut aokasi
pengeluaran sebagaimana ditentukan didalam keputusan menteri

yang terakhir

Belanja Pelayanan Umum
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan

pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi

8\

keuangan daerah, komunikas dan lain-lain.
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Belanja Ketertiban Dan Keamanan
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang
terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri serta sgjenisnya.

Belanja Ekonomi

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang
terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan
UKM, penanaman modal, pemberdayaan mineral, kelautan dan

perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian, dan lainnya.

Belanja Lingkungan Hidup
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang

terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sgjenisnya.

belanja perumahan dan fasilitasumum
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang

terkait dengan pekerjaan umum, perumahan, dan sgjenisnya.

Beanja Kesehatan
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program
kesehatan dan sgenisnya.

Belanja Pariwisata Dan Budaya
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program

‘2

pariwisata dan sgjenisnya.
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Belanja Pendidikan
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang
terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olah raga,

perpustakaan, dan lainnya.

Belanja Perlindungan Sosial
Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program

pemberdayaan perempuan, sosial, dan lainnya

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Adalah setigp penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
atau pengeluaran yang aken diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan
Belanja Daerah.
Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya.
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Y ang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah

©® 2 o T

Penerimaan Kembali Pinjaman

‘2
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2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
a Pembentukan Dana Cadangan
b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
C. Pembayaran Pokok Utang
d Pemberian Pinjaman Daerah

Sisa L ebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari
pelampauan penerimaan PAD, peiampauan penerimaan dana
perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah,
pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja,
kewgjiban kepada pihak ketiga sampa dengan akhir tahun belum

terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pencairan Dana Cadangan
Acdaiah penerimaan daerah yang diperolah dari pencairan dana
cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah

dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan asset milik pemerintah daerah yang
dikerjasamakan oleh pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan
modal pemerintah daerah.
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Penerimaan Pinjaman Daerah
Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan

pada tahun anggaran berkenaan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman
kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan
dana cadangan, penyertaen modal (investas) pemerintah daerah,

pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna
mendanal  kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan didalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran dagrah yang dialokasikan pada
penyertaan modal/investas pemerintah daerah, baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen.
Investas ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang
Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat

@
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Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada
BUMN/BUMD, pembelian obligas dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban pokok utang yang dihitung
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah
dan jangka panjang.
Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian
kepada pemerintah pusat, pemeriniah daerah, dan/atau pihak ketiga.
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URAIAN RINGKAS

l. UMUM

Dadam GBHN disebutkan bahwa pembangunan daerah
merupakan bagian integral tak terpisahkan dari pembangunan
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesegjahteraan rakyat.
Untuk itu pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi dan
terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral
dengan perencanaan pembangurian oleh daerah yang efisien dan
efektif demi tercapainya kemandirian daerah dan kemagjuan yang
merata dan sgaan dengan filosofi desentralisasi dan otonomisasi
dalam mewujudkarni visi kesejahteraan rakyat.

Berhubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah
Provins rmenyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provins guna merencanakan pembangunan daerah.
Periyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem
anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan daerah, baik
dalam tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak
sedikit, dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali
dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan
kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain,

pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan

@
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seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga
sendiri dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial
yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini, pengelolaan APBD
Provins pun terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang

cukup untuk membiayai pembangunan.

Sgak tahun 2002, kebijaksanaan keuangan daerah yang
tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu
suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja
atau output dari perencanaan a&okas biaya atau input yang
ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun
berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu
tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut di
atas, maka forimat dari APBD juga mengalami perubahan terutama di
sistem belanja daerah.

II. PENDAPATAN DAERAH

Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari berbaga macam
penerimaan, namun demikian secara garis besar dapat
dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Pendapatan Adli Daerah (PAD), yang terdiri dari :

a. Pgak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasl Perusshaan Milik Daerah dan Pengelolaan

K ekayaan Daerah yang Dipisahkan
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d. Lain-Lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :

a. Bagi Hasil Pgjak/Bukan Hasil Pgjak

b. DanaAlokasi Umum (DAU)

c. DanaAlokas Khusus (DAK)

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah

b. DanaDarurat

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provins dan Pemerintah

Daerah Lainnya
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e. Bantuan Keuangan dari Provins atau Pemerintah Daerah
Lainnya

Pada Tabel A. menunjukkan bahwa redlisasi total pendapatan
pemerinteh daerah Provinsi Papua Barat dari tahun 2009-2010
mengalami peningkatan, dengan total pendapatan dari sebesar 2,8
trilyun rupiah pada tahun 2009 menjadi 3,4 trilyun rupiah pada tahun
2010, dadam ha ini mengaami kenaikan sekitar 21,43%.
Peningkatan ini selain disebabkan naiknya penerimaan yang berasal
dari penerimaan lain-lan pendapatan yang sah dan dana
perimbangan, juga karena adanya berbaga upaya Pemerintah
Provins Papua Barat yang telah dilakukan sgak tahun 2005, serta
perkembangan ekonomi khususnya perkembangan basis pendapatan

daerah yang ada. Dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah,
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ditempuh kebijakan baik dibidang perpajakan maupun bukan paak
sebagai bukti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi
Papua Barat pada tahun 2010.

Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, penerimaan PAD
Provins Papua Barat merupakan salah satu sumber pendapatan yang
sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali
dan berasal dari daerah Provins Papua Barat sendiri, oleh karena itu
daerah mempunya kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD ini
sesua  kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil
meningkatkan PAD-nya secara nyata berarti bahwa daerah tersebut
telah dapat memanfaatkain semua potens yang ada di daerah secara
optimal. Selama tahuri 2009-2010, perkembangan PAD Provins
Papua Barat mengaiami kenaikan, dari 73 milyar rupiah pada tahun
2009 menjadi 125 milyar rupiah pada tahun 2010. Kenaikan
penerimaarn dari PAD Provins Papua Barat yang relatif cukup besar
ini didukung oleh kenaikan penerimaan dari sektor retribusi daerah.
Peran kedua terbesar setelah retribusi daerah yaitu dari sektor lain-
lain PAD yang sah dan peran ketiga adalah sektor penerimaan pajak.
Disisi lain, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah
pada tahun 2010 sudah mulai memberikan kontribusi positif terhadap
PAD Provinsi Papua Barat dibandingkan Tahun 20009.

Dengan diterapkannya sistem anggaran berdasarkan
pendekatan kinerja, bagian sisa lebih tahun anggaran yang lalu dan
pinjaman daerah tidak lagi termasuk dalam bagian pendapatan
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daerah, tetapi

merupakan komponen dari

pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah merupakan transaks keuangan daerah yang

dimasukkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja

daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan, yang besarnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.
Tabel A.

Realisas Pendapatan Pemerintah
Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan
Tahun 2009-2010

(000 Rp)
\. Tahun (Rp 000)
Jenis Pendapatan
2009 2010
@) \J @) (©)
1. Pendapatan Adi Daerah 73.617.900 125.774.328
a Paak Daeran 65.295.147 99.847.509
b. Retribusi Daerah 25.458 1.091.318
C. Hasi! Pengelolaan Kekayaan 0,00 1.096.715
Daerah yang Disahkan
d. Lain-Lain PAD yang Sah 8.068.176 23.738.786
2. Dana Perimbangan 1.030.362.654 | 1.462.347.937
|
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah 1.718.613.750 | 1.819.680.723
Jumlah 2.822.594.304 | 3.407.802.988

Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2009-2010

Dari Tabel B. dapat dilihat bahwa tahun 2009 dan 2010
prosentase yang paling besar terhadap total pendapatan dipegang oleh

penerimaan lain-lain pendapatan yang sah yaitu 60,89% dan 53,40%.

i
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Dari angka tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi
Papua Barat sampa dengan tahun 2010 tetap belum mampu
memenuhi  kebutuhan rutinnya dari Pendapatan Adli Daerah-nya.
Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu
yang didapat dari daerah itu sendiri berupa bagi hasil pajak/bukan
pajak dan yang kedua adalah berupa Dana Alokasi Umum(DAU) dan
Dana Alokasi Khusus yang berasal dari transfer pemerintah pusat.
DAU terutama ditujukan untuk memenuhi belanja pemerintah dearah,
khususnya belanja pegawai. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang
Sah Provinsi Papua Barat terdiri dari dana penyesuaian dan dana
otonomi khusus. Dari Tabe B. Menunjukkan bahwa prosentase
kedua terhadap total pendapatan daerah Provins Papua Barat pada
tahun 2009 dan 2010 adalah dari dana perimbangan yaitu masing-
masing sebesar 36,50% dan 42,91%. Pada Tabel B. Menunjukkan
tahun 2009-2010 dari sumber penerimaan yang dikategorikan
kedalan PAD, paak daerah merupakan penerimaan yang paling
dominan, yaitu memberi kontribusi sebesar 2,31% dan 2,93%,
kemudian Lain-lain PAD yang Sah sebesar 0,29% dan 0,70%, dan
Retribusi masing-masing sebesar 0,01% dan 0.03%, sedangkan untuk
penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan pada
tahun 2009 tidak memberikan kontribusi tetapi pada tahun 2010

memberikan kontribus sebesar 0.03%.

@
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Tabel B.

Distribusi Persentase Realisasi Pendapatan

Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan
Tahun 2009-2010

: Tahun
Jenis Pendapatan
2009 2010
@) @ ©)]
1. Pendapatan Adli Daerah 2,61 3,69
a Pgjak Daerah 2,31 2,93
b. Retribusi Dagrah 0,01 0,03
C. Hasil Pengelolaan | 0,00 0,03
K ekayaan Daerah yang
Dipisahkan
d. Lain-Lain PAD yang Sah 0,29 0,70
2. Dana Perimbangan 36,50 4291
3. Lain-Lain Pendapatan yang 60,89 53,40
Sah
Jumlah 100,00 100,00

Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2009-2010

Iil.  BELANJA DAERAH

Dana yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah
daerah. Belanja Daerah Provins Papua Barat dibedakan menjadi dua

macam Yyaitu belanja pemerintah menurut jenis belanja dan belanja

pemerintah fungsi belanja. Belanja pemerintah menurut jenis belanja

dibedakan menjadi belanja tak langsung dan langsung, sedangkan

2
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belanja pemerintah menurut fungs belanja dibedakan menjadi
belanja pelayanan umum, belanja ketertiban dan keamanan, belanja
ekonomi, belanja lingkungan hidup, belanja perumahan dan fasilitas
umum, belanja kesehatan, belanja pariwisata dan budaya, belanja
pendidikan, serta belanja perlindungan sosial

Belanja tak langsung dibedakan menjadi 7 (tujuh) kelompok
antara lain belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosia, bhelanja bagi hasil  kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan
keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/K ota dan Pemerintah Desa, dan
belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung dibedakan
menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan
jasa serta belanja modal.

Redlisas belanja daerah Provins Papua Barat pada tahun
2010 mengalami peningkatan yaitu dari 2,7 tirlyun rupiah pada tahun
2009 menjadi 3,1 tirlyun rupiah pada tahun 2010 atau mengalami
kenaikan sekitar 14,2 %. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan
pada hampir seluruh jenis belanja, bailk belanja tidak langsung
maupun belanjalangsung, kecuali pada belanja bantuan sosial. Disisi
lain, pada tahun 2010 terjadi redisasi belanja pada belanja tak

terduga meskipun hanya mempunyai kontribusi relatif kecil.

@
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Tabel C.
Realisasi Belanja Pemerintah
Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja
Tahun 2009-2010
(000 Rp)

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasll

Kepada

Provinsi/Kabupaten/Ko

ta dan Pemerintah Desa

g. BeanjaBantuan
Keuangan kepada
Provins
/Kabupaten/K ota dan
Pemerintah Desa

h. BelanjaTidak Terduga

S0 QoO0 T

2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. BelanjaBarang dan
Jasa
c. BelanjaModa

1.421.270.401
88.294.588

0

0
123.634.000
154.544.400
12.000.000

44.850.000

0

1.298.078.470
67.839.852
411.425.728

818.812.890

1.523.644.287
109.575.054

0

0
167.638.800
137.627.569
281.843.427

824.959.436

2.000.000

1.581.127.628
78.071.808
507.173.804

995.882.016

Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2009-2010

)
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Daam struktur belanja daerah Provins Papua Barat selama
tahun 2009-2010 terlihat bahwa pada tahun 2010 belanja langsung
memiliki kontribus yang lebih dominan dibandingkan dengan
belanja tidak langsung, sedangkan tahun 2009 belanja tidak langsung
memiliki kontribus yang lebih dominan dibandingkan dengan
belanja langsung. Pada tahun 2009 kontribusi belanja langsung
Provinsi Papua Barat hanya sebesar 47,73% dari total belanja daerah,
kemudian pada tahun 2010 mempunya kontribusi sebesar 50,93 dari
total belanja daerah. Belanja langsung Provins Papua Barat tahun
2010 mengalami kenalkan sehesar 21,8% dibandingkan pada tahun
tahun 2009. Sedangkan beianja tidak langsung pada tahun 2009
memberikan kontribus sebesar 52,27% dan pada tahun 2010 hanya
memberi kontribusi sebesar 49,07% dari total belanja daerah. Dari
Tabel D. Menunjukkan pergeseran dari aokas anggaran untuk
membiayal pelaksanaan kegiatan belanja tidak langsung menjadi
untuk membiayai belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan pemerintah daerah.

Daam struktur belanja langsung yang terdiri dari tiga
komponen, maka pada tahun 2009 dan 2010, peranan belanja modal
terlihat sangat dominan yaitu sebesar 30,11% dan 32,08%; kemudian
disusul belanja barang dan jasa sebesar 15,13% dan 16,34%; dan
belanja Pegawai 2,49% dan 2,51 (Tabel D).
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Tabel D.
Distribusi Persentase Realisasi Belanja
Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja
Tahun 2009-2010

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosia

Belanja Bagi Hasll kepada
Provinsi/K abupaten/K ota dan
Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan
kepada

Provinsi/K abupaten/K ota dan
Pemerintah Desa

Belanja Tidak Terduga

2. Belanjalangsung

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
BelanjaModal

52,27
3,25
0.00
0.00
4.55
7.42
0.90

36.15

0.00
47.73
249
15.13
30.11

Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2008-2009

49,07
3,53
0,00
0,00
5,40
4,43
9,08

26,57

0.06
50,93
2,51
16,34
32,08
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Struktur belanja tidak langsung Pemerintah Daerah Provinsi
Papua Barat pada tahun 2009 kontribusi terbesar dalam struktur
belanja tidak langsung Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa sebesar 36,15%, kemudian yang kedua secara
berurutan adalah Belanja Sosial sebesar 7,42%; Belanja Hibah
sebesar 4,55%; dan Belanja pegawai 3,25%; serta Belanja Bagi Hasl
Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar
0,90%. Pada tahun 2010 kontribus terbesar dalam struktur belanja
tidak langsung Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah Belanja
Bantuan Keuangan kepada Provinsi/K abupaten/K ota dan Pemerintah
Desa sebesar 26,57%, kemudian yang kedua secara berurutan adalah
serta Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa sebesar 9,08%; Belanja Hibah sebesar 5,40%;
Belanja Scsial sebesar 4,43%; dan Belanja pegawai 3, 53% (Tabel
D)
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Tabel E.

Realisasi Belanja
Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Funsi Belanja
Tahun 2009-2010

Belanja Pelayanan Umum
Belanja K etertiban dan Keamanan
Belanja Ekonomi

Belanja Lingkungan Hidup

o~ W D PE

Belanja Perumahan dan Fasilitas

Umum
Belanja Kesehatan
Belanja Pariwisata dan Budaya

Belanja Pendidikan
Belanja Perlindungan Sosial

© ®©® N ©

Pada Tabel E. Menunjukkan bahwa Struktur

1.778.388.620
26.842.756

171.057.251
26.485.549
437.148.661

73.390.169
9.588.675
112.238.411
84.208.776

Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2009-2010

2.002.379.849
39.842.214

253.498.600
13.596.205
507.482.810

82.190.590
21.227.451
113.631.196
50.923.000

belanja

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menurut fungsi pada tahun
2009-2010. Pada tahun 2009 redlisasi belanja Pemerintah Provins
Papua Barat yang paling dominan terhadap total belanja tahun 2009
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adalah belanja pelayanan umum sebesar 65,40%, kemudian disusul
secara berurutan belanja perumahan dan fasilitas umum sebesar
16,08%, belanja ekonomi sebesar 6,29%, belanja pendidikan sebesar
4,13%, belanja perlindungan sosial sebesar 3.1%, belanja kesehatan
sebesar 2,70%, belanja ketertiban dan keamanan sebesar 0,99%, dan
belanja lingkungan hidup sebesar 0,97%, serta belanja pariwisata dan
budaya sebesar 0,35%. Pada tahun 2010 realisasi belanja paling
dominan terhadap total belanja adeiah belanja pelayanan umum
sebesar 65,14 %, kemudian disusul secara berurutan belanja
perumahan dan fasilitas umum sebesar 16,35%, belanja ekonomi
8,16%, belanja pendidikan ssbesar 3,66%, belanja kesehatan sebesar
2,65%, belanja perlindungan sosial sebesar 1,64%, belanja ketertiban
dan keamanan seoesar 1,28%, belanja pariwisata dan budaya sebesar
0,68%, serta belanja lingkungan hidup sebesar 0,44%.
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Tabel F.
Distribusi Persentase Realisasi Belanja
Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja
Tahun 2009-2010

1. BelanjaPdayanan Umum 65.40 65.14
2. BelanjaKetertiban dan Keamanan 0.99 1.28
3. Belanja Ekonomi 6.29 8.16
4. BelanjaLingkungan Hidup 0.97 0.44
5. Belanja Perumahan dan Fasilitas

Urnum 16.08 16.35
6. BelanjaKesehatan 2.70 2.65
7. Belanja Pariwisata dan Budaya 0.35 0.68
8. BelanjaPendidikan 413 3.66
9. Belanja Perlindungan Sosia 3.13 1.64

Sumber :Hasil Pengolahan Daftar K-1 Tahun 2009-2010
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Realisasi Penerimaan
Pemda Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan
Tabel 11 Actual Province Regional Government Receipts of Papua Barat
Table i By Receipt Items
2009-2010
(000 Rp)

\

A. PENDAPATAN DAERAH
LOCAL GOVERNMENT 2.822.594.303,75 | 3.407.802.987,51

RECEIPT

1. Pendapatan Adli Daerah
Local Government Original
Receipt

73.617.899,79 125.774.327,38
2. Dana Perimbangan 1.030.362.653,97 1.462.347.936,99
Balanced Budget

3. Lain-Lcin Pendapatan yang Sah 1.718.613.750 1.819.680.723,14
Other Receipt

B. PEMBIAYAAN DAERAH 49.003.746,23 (75.129.160)
LOCAL GOVERNMENT
FINANCING




Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat | 2010

Distribusi Presentase Realisasi
Pemda Provinsi Papua Bar at
M enur ut Jenis Penerimaan

% 12: Distribution Percentage of Actual Province Regional
Government Receipts of Papua Barat by Receipt I1tems
2009-2010
(%)

- ()

A. PENDAPATAN DAERAH 98,29 102,25
LOCAL GOVERNMENT RECEIPT

1. Pendapatan Adli Daerah 2,56 3,77
Local Government Original Receipt

2. Dana Perimbangan 35,88 43,88
Balanced Budget

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah 59,85 54,60
Other Receipt

B. PEMBIAYAAN DAERAH
LOCAL GOVERNMENT
FINANCING

1,71 -2,25
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Realisasi Penerimaan
Pendapatan Adli Daerah Pemda
Provins Papua Bar at
1.3 Actual Province Regional Government Local Government
Original Receipts of Papua Barat
2009-2010
(000 Rp)

Tabel
Table

1. Pagjak Daerah
Local Taxes Receipt

65.295.146,58 | 99.847.508,87

2. Retribusi Daerah 254.577,50 1.091.317,60
Retributions Receipt

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Output Management of Separated
Reg. Government Wealth

0 1.096.714,76

4. Lain-Lain PAD yang Sah
Other Local Gov. Original Receipt

8.068.175,71 | 23.738.786,16
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Distribusi Persentase Penerimaan
Pendapatan Adli Daerah Pemda Provinsi Papua Bar at
Tabel . Distr?bution Percentage
Table 1.4: of Actual Province Regional Government Local Government
Original Receipts of Papua Barat
2009-2010
(%)

1. Pajak Daerah

Local Taxes Receipt 86,96 79,39
2. Retribusi Daerah

Retributions Receipt 0,03 0,87
3. Hasil Pengelolean Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 0.00 087

Output Management of Separated
Reg. Government Wealth

4. Lain-Lain PAD yang Sah
Other Local Gov. Original Receipt 13,01 18,87

_ wwwon | wma] e
@
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Realisasi Penerimaan
Pemda Provinsi Papua Bar at
Dari Dana Perimbangan

% 15: Actual Province Regional Government Receipts
from Balanced Budget of Papua Barat
2009-2010
(000 Rp)

A
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 366.026.924,97 834.804.972,99
Pajak
Tax Share/ Non Tax Share
Dana Alokass Umum (DAU) 595.755.729 605.786.464

General Allocation Funds

Dana Alokasi Khusus (DAK) 68.580.000 21.756.500
Foecial Allacation Funds . .

v -

R

N o
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Distribusi Persentase Realisasi
Penerimaan Pemda Provinsi Papua Bar at
Dari Dana Perimbangan

Tabel 16 Distribution Percentage
Table o of Actual Province Regional Government Receipts
from Balanced Budget of Papua Barat
2009-2010
(%)

1. Bagi Hasil Pgjak/Bagi Hasi! Bukan 35,52 57,09
Pajak
Tax Share/Non Tax Share

2. DanaAlckas Umum (DAU) 57,82 41,43

General Allocation Funds

3. DanaAlokasi Khusus (DAK) 6,66 149
Special Allocation Funds
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Realisas Pengeluaran
Pemda Provinsi Papua Bar at

Tabel _ MenurutjenisBelanja _
Table 21: Actual Province Regional C_;overnment E>_(pend|ture£
of Papua Barat by Kind of Expenditures
2009-2010
(000 Rp)

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
INDERECT EXPENDITURE 1.421.270.401,31 | 1.523.644.287,30

B. BELANJA LANGSUNG

C. PEMBIAYAAN DAERAH
LOCAL GOVERNMENT FINANCING 25.000.000 75.000.000

DIRECT EXPENDITURE 1.298.078.469,59 | 1.581.127.627,45
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Distribusi Per sentase
Realisasi Pengeluaran pemda
Provins Papua Barat Menurut Jenis Belanja

Tabel 29 Distribution Percentage
Table o Of Actual Province Regional Government Expenditures
of Papua Barat By Kind of Expenditures
2009-2010
(000 Rp)

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
INDERECT EXPENDITURE 51,79 47,92

B. BELANJA LANGSUNG
DIRECT EXPENDITURE 47,30 49,72

C. PEMEBIAYAAN DAERAH 091 236
LOCAL GOVERNMENT FINANCING ! !
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Realisasi Belanja Tidak Langsung
Pemda Provins Papua Bar at

Tabel 23 Actual Province Regional Government
Table o Indirect Expenditures of Papua Barat
2009-2010
(000 Rp)
1. Belanja Pegawai 88.294.588,28 109.575.054,43
Personnel Expenditure
2. BelanjaBunga 0 0
Interest Expenditure
3. Belanja Subsidi 0 0
Subsidi Expenditure
4. Belanja Hibah 123.634.000 167.638.800
Grand Expenditure
5. Belanja Bantuan Sosial 201.824.296 137.627.569,07

Social Aids Expenditure

6.BelanjaBagi Hasil Kepada
Provinsi/K abupaten/K ota dan Pemerintah Desa 24.592.297,03 281.843.427,42
Sharing Fund for Province/Regency/Municipaly
and Government Filage Expenditure

7.Bedlanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/K abupaten/K ota dan Pemerintah Desa 982.925.220,00 824.959.436,39
Financial Aidsfor Province/Regency/Municipaly
and Government Filage Expenditure

8.Belanja Tidak Terduga

Unpredicted Expenditure 0 2.000.000
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Distribusi Persentase
Tabel 24: Realisasi Belanja Tidak L angsung Pemda
Table Provins Papua Barat
Distribution Percentage
of Actual Province Regional Government Indirect Expenditures

of Papua Barat
2009-2010
%
1. Belanja Pegawai 6,21 7,19
Personnel Expenditure
2. BelanjaBunga 0,00 0,00
Interest Expenditure
3. Belanja Subsidi 0,00 0,00
Subsidi Expenditure
4. Belanja Hibah 8,70 11,00
Grand Expendiiure
5. Belania Bantuan Sosial 14,20 9,03

Social Aids Expenditure

6. Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/K ota dan Pemerintah
Desa 1,73 18,50
Sharing Fund for
Province/Regency/Municipaly and
Government Filage Expenditure

7.Belanja Bantuan Keuangan K epada
Provinsi/K abupaten/K ota dan Pemerintah
Desa 69,16 54,14
Financial Aids for
Province/Regency/Municipaly and
Government Filage Expenditure

8.Belanja Tidak Terduga
Unpredicted Expenditure

0,00 013
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Realisas Belanja Langsung
Pemda Provins Papua Bar at

Tabel 25 Actual Province Regional Government
Table e Direct Expenditures of Papua Barat
2009-2010
(000 Rp)

B. BELANJA BARANG DAN JASA
GOODSAND SERVICES 411.425.727,52 507.173.803,56
EXPENDITURE

C. BELANJA MODAL 818.812.890,21 995.882.015,82

CAPITAL EXPENDITURE

A. BELANJA PEGAWAI 67.839.851,86 78.071.808,08
PERSONAL EXPENDITURE
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Distribusi Per sentase
Realisas Belanja Langsung Pemda
Provinsi Papua Barat

Tabel 26 Distribution Percentage
Table o of Actual Province Regional Government Direct Expenditures
of Papua Barat
2009-2010
(%)

A. BELANJA PEGAWAI
PERSONAL EXPENDITURE 5,23 4,94

B. BELANJA BARANG DAN JASA

GOODSAND SERVICES 31,69 32,08
EXPENDITURE
C. BELANJA MODAL 63,08 62,99

CAPITAL EXPENDITURE
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